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EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF DECENTRALISATION 
POLICY IN AGRICULTURAL EXTENSION: A COMPARATIVE 

PERCEPTION OF EXTENSION OFFICERS IN JAVA, INDONESIA 
 

ABSTRAK 
 

Tujuan utama kajian ini adlah untuk menentukan factor-faktor yan 
gmempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam bidang 
penyuluhan pertanian di tiga propinsa di Jawa, Indonesia. Metode 
pengambilan sample dengan acak tahapan-berganda digunakan untuk 
menentukan 107 kelompok penyuluh pertanian dan 107 penyelia penyuluh 
pertanian di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Data dari kepala BIPP 
dan kontak di tiga dearah tersebut juga digunakan dalam kajian ini. 

Efektivitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi penyuluhan pertanian 
berhubungan positif dan signifikan dengan beberapa variable bebas dalam 
kajian ini. Koordinasi antar institiusi yang terkait dalam pelaksanaan 
kebijakan, dukungan birokrasi pemerintah daerah, ketersediaan dan 
kecukupan sumber keuangan dan penyuluh pertanian yang terlatih, serta 
bimbingan dari institusi terkait merupakan beberapa variable yang berkait 
erat dan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap efektivitas 
pelakasnaan kebijakan desentralisasi penyuluhan pertanian. Dengan 
menggunakan kerangka konseptual yang telah dimodifikasi dari model 
administrasu public dan keuangan, kajian ini menunjukan beberapa variable 
yang berkaitan erat dlam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan 
desentralisasi dimaksud. Secara keseluruhan, 55.0% dari varians efekstivitas 
pelaksanaan kebijakan desentralisasi penyuluhan pertanian dapat dijelaskan 
oleh beberapa variable bebas tersebut di atas. 

Kajian ini menemukan bahwa kerangka konseptual yang dimodifikasi 
dari model pendekatan administrasi public dan keuangan dapat memberikan 
arah yang cukup baik dalam memprediksi efektivitas pelaksanaan kebijakan 
desentralisasi dalam bidang penyuluhan pertanian di Indonesia 

 




